BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.60, 2010 Kementerian Pertanian. Rumah Potong Hewan.
Unit Penanganan Daging.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/Permentan/OT.140/1/2010
TENTANG
PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN
UNIT PENANGANAN DAGING (MEAT CUTTING PLANT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a bahwa daam rangka menjamin pangan asal hewan
khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia yang
aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong
Hewan yang memenuhi persyaratan;

b. bahwa kegiatan pemotongan hewan ruminansia
mempunyai risko penyebaran dan/atau penularan
penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik
dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meat
borne disease) yang mengancam kesehatan manusia,
hewan, dan lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
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Mengingat

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu
menetapkan Persyaratan Rumah Potong Hewan
Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting
Plant) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan lklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisass Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4424),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4761);

Keputusan Pressden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Organisas dan Tugas Eselon | Departemen;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/
OT.210/3/2005 tentang Pelaksanaan Standardisas
Nasional di Bidang Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/Kp.140/
7/2005 tentang Organisas dan Tata Kerja Departemen
Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/2/ 2007 dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/Kp.140/
9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen  Pertanian  juncto Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kptg/OT.140/
10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PERSYARATAN RUMAH  POTONG  HEWAN
RUMINANSIA DAN UNIT PENANGANAN DAGING
(MEAT CUTTING PLANT).
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Ruminansia besar adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak
ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil,
seperti kambing dan domba.

Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu
bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang
digunakan sebagal tempat memotong hewan bagi konsums masyarakat
umum.

Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) yang selanjutnya disebut
dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan
disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagal tempat untuk melakukan
pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging
sesual topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi
masyarakat umum.

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun
yang dihabitatnya.

Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang
telah disembelih secara haal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan
kepala, kaki mula dari tarsus’karpus ke bawah, organ reproduksi dan
ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat
(hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen
carcass).

Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak
dikonsums oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan
daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin
(chilled) atau karkas beku (frozen).

Karkas atau daging segar dingin (chilled) adalah karkas atau daging yang
mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur
bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.

Karkas atau daging segar beku (frozen) adalah karkas atau daging yang

sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan
temperatur internal karkas atau daging minimum minus18°C.
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Jeroan (edible offal) adalah is rongga perut dan rongga dada dari ternak
ruminansia yang disembelih secara hala dan benar sehingga aman, lazim,
dan layak dikonsums oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.

Pemeriksaan ante-mortem (ante-mortem inspection) adalah pemeriksaan
kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas
pemeriksa berwenang.

Pemeriksaan post-mortem (post-mortem inspection) adalah pemeriksaan
kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh
petugas pemeriksa berwenang.

Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan
yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian
penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.

Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai
kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada
kaidah kesgjahteraan hewan dan syariah agama Islam.

Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan,
pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan,
pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.

Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk
oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan di bidang
kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.

Dokter hewan penanggungjawab teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk
oleh Mangemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari
Gubernur/Bupati/ Walikota yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan
ante-mortem dan post-mortem serta pengawasan di bidang kesehatan
masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.

Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi
dan fisik yang tinggi.

Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi
dan fisik yang rendah.

Desinfeks adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisk untuk
mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.

Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung
hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan
ante-mortem.
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